
Menimbang

Mengingat

GUBERNUR LAMPT]NG
PERATURAN DAERAII PROVINSI LATVIPUNG

NOMOR 5 TATIUN 20.25

TENTANG

AI{GGARAI{ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN AIIGGARAI{ 20/26

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2026 disertai penjelasan dan dokumen
pendukung kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(DPRD) paling lambat 6O (enam puluh) hari sebelum 1

(satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun L964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
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L7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2A24
Tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Dan Ranc€rngzrn Prioritas Dan Plafon Anggaran
Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro Dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 971);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2A24
Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2291;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 tahun 2023
tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan
Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2023 Nomor 1O31);

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2OO25-2A45
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
Nomor 17);

2L. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2OLg Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2Ol9 Nomor a9ll;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun
2O2l tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2O2l
Nomor 5);

MEMUTUSI(AI{:

PERATURAI{ DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAITJA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TATIUN AI{GGARAI{ 2026.

Pasal I
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menetapkan
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2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belalja, dan Pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

L4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pen)rusunan
rancangan APBD.

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi daerah
kabupaten, atau Wali kota bagi daerah kota.

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah. APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian
sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp7.012.532.370.311,00
b. Belanja Daerah Rp7.9 16.532.370.3 1 1,00

Surplus/(Defisit) (904.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp1.004.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp 1O0.0O0.000.000.00
Pembiayaan Netto Rp904.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026
Rp7.012.532.370.31 1,00 yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

direncanakan sebesar

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp4.025.O32.82O.130,00 yang bersumber atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp3.23 1.083.33 1.000,00,00.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp48 1.946.67 O.0O0,00.

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp202.00 7.69 1.000,00.

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11O.OO1.128.130,00.

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp2.87 6.490.559.58 1,0O yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.843.560.795.781,O0

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp32.929.763.800,00
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Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp111.008.990.600,00 yang terdiri
atas Pendapatan Hibah.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp 1 1 1.008.990.600,00.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp7.9 16.532.37 O.3 1 1 ,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga;
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar RpS. 17 1.602.432.7 38,93 yang terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2. 899. 99 1 .387 .573, 3 5.

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.903.944.845.9 1 1,08.

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp4 1 .457 .7 23.2 15,0O.

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp25.000. 000,00.

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp32 1.86 1 .87 0.260,00.

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp4.32 1 . 605.779,50.

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.65 1.793.35 1.693,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 25.O0O.OOO.OOO,00.

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 1O5.432.008.566,O0.

(a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp62.826 .043.427,OO.

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.419.829.322.2OO,OO.
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(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp37.785.377.500,00.

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp920.600.0O0,00.

Pasal 1O

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp50.000.000.0O0,00.

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurud d
direncanakan sebesar Rp 1 . 043. 1 36. 585. 8 7 9,O7 yang terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp1.001.176.585.879,07.
b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp4 1 .960.000.000, 0O.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengellraran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
hurud a direncanakan sebesar Rp1.004.000.000.000,00 yang terdiri atas:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

d,irencanakan sebesar Rp4.000.000.000,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah direncanakan sebesar

Rp 1.000.000.000.000,00

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2
hurud b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 yang terdiri atas
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah.

Pasal 15

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terj adinya Defi sit sebesar Rp9O4. O00.00O. 000, 00.

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan
terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar
Rp904. 000.000. 000,00.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukall pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan lata:u pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 dan atau
tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi
Lampung.
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan

publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amalat peraturan
perundang- undang an; dan / atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bag Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Larnpiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
beserta Hasil kegiatan beserta keluaran, dan Sub Kegiatan
beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belan1'a Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

lo.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
l l.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2A25

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 11 ' 2025

SEKRBTARTS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

MARINDO KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGTSTER PERATURAN DAERAH PROVTNST LAMPUNG ( 5-217 l2o25l

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKI'M,

Utama Muda

ttd

)k

( L997o8 1 001
q\pLt

NIP.



Ef,
Larnpkan I : Periluran Daerah Prwirci Lampung

tentang APtsD Tahun Arggaran 2026

Nsnor :STahun 2025

Taggd : 29 Desernber2025PROVINSI LATPUNG

RINGKASAN APBD YANG DIKI.ASIFIKASI TENURUT KELOHPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEITIBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20126

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.025.032.820.1 30,00

4.1 .01 Pajak Daerah 3.231 083.331.000,00

4.1 .02 Retribusi Daerah 481 .946.670.000,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 202.001 .691 000,00

4.1 .04 Lain-lain PAD yang Sah 110.001.128.130,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.876.490.5s9.581,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.843.560.795.781 ,00

4.2.02 Pendapalan Transfer Antar Daerah 32.929.763.800,00

4.3 LAIN.LAIN PENOAPATAN DAERAH YANG SAH 11 1.008.990.600,00

4.3.01 Pendapatan Hibah I 1 1.008.990.600,00

Jumlah Pendapatan 7.012.532.370.311,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERAS' 5.171.602.432.738,93

5.1.01 Belanja Pegawai 2 899.991.387.573,35

5.1.02 Belanja Barang dan Jaa 1.903.944.845.911,08

5.1.03 Belanja Bunga 41.457.723.215,0O

5.1 .04 25.000.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 321 .861 .870.260,00

5106 Belania Bantuan Sosial 4.321 .605.77S,50

5.2 BELANJA MODAL 1 .551 .793.351.693,00

5.2 01 Belania ModalTanah 25 000.000.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.432.008.566,00

5.2 03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 62 826.043.427.O0

5.2.O4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 1.419.829.322.200,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 37.785.377.500.00

s.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 920.600.000,00

5.3 BELANJA TIOAK TERDUGA 50.000.000.000,00

5 3.01 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000,00

5.4 BELANJA TRANSFER 1.043.136.585.879,07

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.001 .176.585.879,07

SIPD-RI : dbetak pada 202*12-31 14:51:55 Halaman 1

Belania Subsrdi



KODE URA]AN JUMLAH (Rp)

1 2 3

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 41 .960.000.000,00

Jumlah Belanja 7.916.532.370.311,00

Total Surpl us/(Defi sit) -904.000.000.000,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.'t PENERIMAAN PEMBTAYAAN L004.000.000.000,00

6.'r.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4 000 000 000,00

6.1 .08 Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah 1 .000.000.000.000,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 100.000.000.000,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00

6.2.07 Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah 100 000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1 .004.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000.000,00

Pembiayaan Netto 9M.000.000.000,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

Provinsi Lampung, 29 Desember 2025

GUBERNUR,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

ttd

*

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sektretariat Daerah

Provinsi Lampung,

Utama Muda
199703 1 001

I u otl l\ *
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